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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Interpretasi pengaturan cuti haid dalam peraturan perundang-undagnan 

oleh Pihak Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperbandingkan dengan 

pengaturan cuti haid menurut perundang-undangan dan pengaturan cuti 

haid menurut Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta, diperoleh hasil bahwa 

Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta telah melaksanakan dan mematuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 81 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan. 

Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta tidak semata-mata hanya mematuhi 

peraturan perundangan-undangan yang berlaku, akan tetapi juga karena 

Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta menjunjung tinggi kesederajatan antara 

perempuan dan laki-laki.  

2. Cuti Haid Pekerja Perempuan di Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta 

Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada cuti haid yang diberikan oleh 

Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta kepada para pekerja perempuannya. 

Tidak adanya pemberian cuti haid kepada para pekerja perempuan di 

Yayasan Suara Bhakti disebabkan karena tidak adanya permohonan 

pengajuan cuti haid dari pada pekerja perempuan.Tidak mengajukannya 

permohonan cuti haid oleh para responden dilatarbelakangi oleh 
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ketidaktahuan para responden akan adanya cuti haid sebagaimana diatur 

dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan dan Pasal 30 Peraturan Perusahaan Yayasan Suara Bhakti 

Yogyakarta. Ketiadaan pemberian cuti haid tersebut menunjukkan bahwa 

kepatian hukum hak perempuan atas cuti haid di Yayasan Suara Bhakti 

Yogyakarta tidak terwujud. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, terdaapt beberapa 

saran yang dapat dijadikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait. 

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah khususnya Dinas Ketenagakerjaan, melakukan sosialisasi 

mengenai adanya cuti haid bagi pekerja perempuan. Sosialisasi ini akan 

menjadi tindakan yang positif karena masih banyaknya pekerja perempuan 

khususnya di Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta yang tidak mengetahui 

adanya hak untuk mendapatkan cuti ketika mereka haid pada hari pertama 

dan kedua. 

2. Bagi Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta dalam mewujudkan kepastian 

hukum atas hak perempuan mendapatkan cuti haid, semua pekerja 

perempuan di Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta seharusnya sudah 

mengetahui dan mengerti akan prosedur dan persyaratan mengajukan cuti 

haid. Oleh karena itu saran dari penulis adalah Yayasan Suara Bhakti 

Yogyakarta melakuakan sosialisasi agar informasi penting mengenai cuti 

haid di Yayasan Suara Bhakti Yogyakarta dapat tersampaikan dengan jelas, 
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serta para pekerja perempuan tidak merasa dirugikan karena 

ketidaktahuannya akan adanya hak untuk mendapatkan cuti ketika haid 

pada hari pertama dan kedua.
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